















A. Latar Belakang Masalah
Kondisi sistem internasional yang selama ini dikenal anarki membuat hubungan antar negara tidak dibatasi. Hubungan yang terjadi dapat berupa kerjasama, konflik maupun kompetisi. Namun negara-negara menyadari dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup dan terbatasnya kemampuan yang ada maka kerjasama dengan negara lain dianggap sebagai hubungan yang menguntungkan.
Kerjasama yang dijalin berlangsung dalam berbagai bidang, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Lingkup kerjasama tersebut berjalan dalam berbagai tingkat dari bilateral, regional sampai dengan multilateral. Pada umumnya, kerjasama tersebut juga berlangsung dalam sebuah wadah organisasi internasional dan apabila didalamnya terdiri atas negara-negara dinamakan sebagai organisasi inter-governmental (IGOs).
Kerjasama ekonomi menjadi salah satu kerjasama penting dalam hubungan internasional. Hal ini mengingat bahwa perekonomian merupakan tiang penyokong bagi kehidupan negara yang dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perhatian ekstra atas kebutuhan ekonomi warga negaranya.
Kawasan Eropa dan Asia merupakan kawasan yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi kedua kawasan untuk menjalin hubungan kerjasama. Krisis ekonomi membuat kedua kawasan melihat adanya saling ketergantungan, Eropa membutuhkan Asia mengingat pusat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini adalah Asia Pasifik, sedangkan Asia membutuhkan arus modal dan investasi besar dari Eropa terutama sejak terjadinya krisis perekonomian pada tahun 1997 yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang, bursa saham, dan aset-aset yang dimiliki oleh sebagian besar negara di Asia.
Adanya tiga kekuatan ekonomi dunia yang dominan yaitu Eropa, Amerika Utara dan Asia dinilai perlu memiliki hubungan yang seimbang. Antara Asia dan Amerika Utara sudah tertampung dalam APEC, sedangkan Eropa dan Amerika Utara sudah ada forum kerjasama Trans-Atlantik. Untuk menyeimbangkan ketiga kutub ekonomi dunia, Asia dan Eropa membutuhkan suatau hubungan kerjasama, dan Asia-Europe Meeting (ASEM) menjadi realisasi isu global tersebut.
Anggota ASEM terdiri dari negara-negara anggota Uni Eropa dan sejumlah negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, yang melandaskan kerjasama dalam tiga pilar utama, yakni ekonomi, politik dan kebudayaan. Indonesia sebagai salah satu anggota juga melakukan hubungan kerjasama dengan Uni Eropa termasuk dalam bidang perdagangan.
Pembentukan sebuah integrasi semacam Uni Eropa sejak tahun 1992, tentu saja ikut pula melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi hubungan Uni Eropa dengan negara-negara luar. Bersatunya negara-negara dalam wadah Uni Eropa mengakibatkan mereka akan lebih cenderung mendahulukan kegiatan perdagangan dengan negara-negara anggota saja. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian mengenai penghapusan tarif maupun karena adanya kemudahan transportasi. Selain itu, dengan adanya Uni Eropa, negara-negara anggotanya akan mempunyai bargaining power yang lebih besar dalam mengadakan kegiatan dagang sehingga mereka akan mampu menyulitkan Indonesia. Disamping itu, Uni Eropa juga mengenakan sejumlah hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif maupun non-tarif yang dikenakan bagi produk yang berasal dari luar Uni Eropa. Hal ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berat bagi perdagangan ekspor Indonesia ke Uni Eropa.
Komoditas ekspor Indonesia yang masuk Uni Eropa meliputi migas (minyak mentah, hasil minyak dan gas alam) maupun non-migas (hasil pertanian, hasil induistri, hasil tambang, dan pasir alam). Klasifikasi migas dan jenis barang ini menurut International Standard Industrial Classification (ISIC) yang telah diperbarui sejak Januari 1994.​[1]​ Namun dalam perkembangannya, yang banyak mendapatkan kesulitan dan hambatan dari pihak Uni Eropa adalah barang-barang non-migas. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah kebijakan untuk mengenakan hambatan non-tarif yang dikenakan pada barang-barang non-migas dan penentuan kualitas dan mutu produk yang sangat tinggi yang seringkali sangat sulit untuk dipenuhi oleh pihak Indonesia.
Melihat pada masa lalu, dimana Eropa melakukan kolonialisasi terhadap Asia dalam rangka perluasan kekuasaan dan pencarian sumber daya, membuat hubungan Asia dan Eropa mempunyai catatan tersendiri. Dengan adanya perkembangan zaman, dan mulai masuk kedalam era globalisasi, hubungan kedua kawasan juga berubah kearah lebih kooperatif. Hal ini dikarenakan masing-masing menyadari bahwa kerjasama yang baik akan membuahkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Pada awal tahun 1990-an, Asia Timur mulai menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang utama. Terlihat dari neraca perdagangan Asia Timur-Uni Eropa meningkat dari 3% pada tahun 1975 menjadi 7,4 pada tahun 1993. Asia Timur sendiri mencatat kenaikan perdagangan dari 11% menjadi 15% pada periode yang sama.​[2]​
Neraca perdagangan ekspor non-migas Indonesia dari tahun 1998-2003 cenderung fluktuatif, yang berkisar pada nilai US$ 7.700 juta dan mengalami puncak pada tahun 2000 dengan nilai US$ 8.669 juta.​[3]​ Namun perdagangan ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa bukan berarti selamanya berjalan mulus, karena sampai saat ini banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam memasarkan hasil produknya terutama sektor non-migas ke pasaran Uni Eropa. Hal ini terutama disebabkan karena masih dikenakannya bea masuk dan hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif tersebut antara lain :
1.	Pelabelan
Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemberian label ikan sarden kaleng hanya diizinkan dari ikan jenis Sardinella pilchardus, berarti ikan sarden dari ASEAN jenis Sardinella longiceps, tak boleh diberi label sebagai sarden kalengan. Hal ini mengurangi pasokan ikan sarden dari Indonesia.
2.	Penangkapan
Setelah isu tertangkapnya lumba-lumba pada operasi penangkapan ikan tuna, serta masalah penggunaan Turtle Excluder Device (TED) pada udang mulai reda, Uni Eropa saat ini mulai mempermasalahkan ikut tertangkapnya cucut dan burung laut. Dua satwa langka tersebut dilindungi dalam operasi penangkapan tuna. Permasalahan TED sendiri sebenarnya akan lebih panjang jika diperdebatkan. Persyaratan penggunaan TED pada armada kapal ikan jenis trawl net sulit dipenuhi karena alat ini sudah tidak digunakan lagi di negara-negara yang mengeluarkan persyaratan tersebut (Eropa dan Amerika). Masalah standarisasi ukuran ikan telah menghambat masuknya produk ikan dari negara-negara berkembang. Kasus lain untuk kodok, saat ini negara-negara maju mulai menghendaki pengalihan sumber tangkapan kodok, dari kodok liar (alam) ke kodok hasil budidaya dengan alasan untuk menjaga kelestariannya. 
3.	Kampanye anti udang tambak




Saat ini ada kecenderungan bahwa negara-negara maju mendesak FAO agar mengubah status ekolabeling dari sukarela menjadi wajib yang berlaku secara universal. Hal ini dapat terlihat dari rancangan resolusi Majelis Umum PBB ke-55 pada mata acara 34th Ocean and The Law of the Sea. Meskipun dampak resolusi belum dirasakan industri perikanan Indonesia, perkembangan ini perlu dicermati karena berpotensi menghambat pengembangan ekspor di masa datang.
5.	Irradiasi 
Masalah teknik irradiasi dalam pengawetan mulai menjadi isu sebagai salah satu meknisme hambatan non-tarif, meskipun aturtan internasional tentang hal ini masih simpang siur.
6.	Program sanitasi kerang-kerangan 
Kerang Indonesia masih sulit menembus pasar ekspor Eropa menyusul pemberlakuan ketentuan sanitasi pada 1 Januari 1997. Dengan dalih komoditi ini bersifat mengakumulasikan kotoran atau bahan cemaran dalam dagingnya, sejumlah negara maju memberlakukan persyaratan lebih ketat.
7.	Residu hormon dan antibiotik 
Masalah residu hormon dan antibiotik muncul setelah terjadinya serangan penyakit sapi gila dan dioxin di Eropa. Guna mencegah penularan lebih lanjut, Komisi Eropa mewajibkan negara pengekspor daging dan ikan menyampaikan program pengendalian dan monitoring residu hormon dan antibiotik. Hukuman bagi negara ketiga yang melanggar adalah pencabutan izin ekspor. Meskipun Indonesia telah menyampaikan informasi pada Komisi Eropa, namun masih diwajibkan membuat peraturan tentang petunjuk teknis monitoring residu hormon dan antibiotik pada budidaya ikan/udang. Perkembangannya harus disampaikan sebelum 31 Maret 2002.
Indonesia juga beberapa kali mendapat tuduhan dumping oleh beberapa negara maju seperti Uni Eropa, Australia, Amerika Serikat dan Kanada terhadap berbagai perusahaan Indonesia dalam berbagai produk. Setidaknya ada empat produk ekspor Indonesia yang dikenai tuduhan dumping oleh negara Uni Eropa, yaitu bahan baku produk tekstil (polyester staple fibre), bahan pemanis (monosodium cyclamate), ring penjilid (ring binders mechanism), polyethylene terepthalate (PET). Keempat produk tersebut saat ini telah dikenakan bea masuk anti-dumping oleh Uni Eropa dan dua diantaranya (PET dan RBM) juga dikenakan bea masuk anti-subsidi.​[4]​ Namun disisi lain Indonesia juga mengeluhkan adanya dumping oleh perusahaan dari negara mitra dagang Indonesia seperti RRC dalam berbagai produk. Isu dumping seperti yang dialami oleh Indonesia cukup mengemuka terutama yang dialami oleh negara-negara berkembang yang mendapat tuduhan dari negara-negara maju terutama pada era tahun 80-an, dan hal ini juga menjadi salah satu “track record” yang juga menghambat perdagangan Indonesia saat ini.​[5]​
Kondisi di Uni Eropa sendiri juga perlu diwaspadai dengan akan masuknya sepuluh negara bekas blok Soviet serta negara-negara Mediterania (Siprus, Estonia, Ceko, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia dan Slovenia) ke dalam Uni Eropa pada Mei 2004 dan dua negara lainnya yakni Rumania dan Bulgaria untuk dapat bergabung pada tahun 2007. Kesepuluh calon negara anggota itu akan lebih mampu menembus pasar Uni Eropa karena mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. Selain itu, jarak yang lebih dekat membuat para pesaing tersebut lebih efisien dalam memasuki pasar Uni Eropa. 
Berdasarkan data yang ada, tahun 2002 total nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai US$ 7,81 milyar dan tahun 2001 sebesar US$ 7,73. Adapun total nilai ekspor Indonesia 2002 mencapai US$ 57,15 milyar dan tahun 2001 sebesar US$ 56,32. Meskipun nilai ekspor Indonesia masih lebih besar, kekuatan ekspor negara-negara Eropa Timur juga patut diperhitungkan. Ekspor Hongaria tahun 2002 mencapai US$ 30,5 milyar, dan Polandia US$ 36,1 milyar.
Melihat adanya hubungan kerjasama antara Asia dan Eropa perlu dipelihara dan ditingkatkan maka Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong berinisiatif untuk membuat sebuah forum kerjasama. Setelah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN, kemudian prakarsa ini diajukan kepada Jepang, RRC dan Korea Selatan dan mereka menyetujuinya. Setelah mendapat respon yang cukup baik pula dari negara-negara Uni Eropa, maka akhirnya pertemuan 10 kepala negara Asia (7 negara ASEAN + Korea, RRC dan Jepang) dan 15 negara Uni Eropa serta Presiden Komisi Eropa berlangsung di Bangkok tanggal 1-2 Maret 1996. Ketujuh negara anggota ASEAN itu adalah Indonesia, Singapura, Thailand, Philipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Untuk selanjutnya, pertemuan informal para kepala negara Asia dan Eropa ditetapkan dilaksanakan dua tahun sekali dan inilah awal mula terbentuknya forum Asia-Europe Meeting (ASEM).​[6]​
ASEM merupakan inisiatif yang penting untuk memperkuat dialog dan kerjasama diantara kedua kawasan dimana hubungan internasional telah mengalami perubahan yang besar dan dunia bergerak menuju ke persaingan yang ketat. Sekaligus memperkuat komitmen terhadap piagam PBB dan kesepakatan PBB lainnya. Disepakati pula dalam ASEM, kerjasama untuk memajukan reformasi dan demokratisasi sistem PBB yang efektif dengan tujuan untuk memperkuat peran utamanya dalam memelihara dan mengembangkan perdamaian dan keamanan internasional serta pembangunan yang berkelanjutan.     
       
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :
1.	Bagaimana kondisi perdagangan ekspor Indonesia ke Uni Eropa pasca krisis ekonomi?
2.	Kebijakan apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dikaitkan dengan kerjasama Uni Eropa - Indonesia?





Penulis sengaja membatasi penelitian ini dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, dikarenakan pada tahun 1998 forum Asia Europe Meeting (ASEM) sudah mulai menunjukkan kinerjanya. Selain itu penelitian ini akan lebih terfokus pada peran kerjasama internasional terutama andilnya dalam bidang perdagangan didalam memfasilitasi kerjasama Uni Eropa-Indonesia.

2.	Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kondisi perdagangan ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa sehubungan dengan adanya forum Asia Europe Meeting (ASEM)?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.	Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:
a.	Untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan ekspor Indonesia ke Uni Eropa pasca krisis ekonomi.
b.	Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Uni Eropa dikaitkan dengan kerjasama Uni Eropa – Indonesia.




Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah:
a.	Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dengan masalah yang disajikan oleh penulis sehingga dapat dijadikan bahan acuan perbandingan ilmiah.
b.	Menambah wawasan penulis tentang forum ASEM dalam perdagangan ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa.
c.	Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para penstudi lain yang mempunyai minat pada studi kerjasama internasional.
d.	Untuk memenuhi salah satu sysrat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1.	Kerangka Teoritis
Setelah Perang Dunia, isu yang berkembang dalam Hubungan Internasional tidak hanya meliputi isu keamanan namun juga ekonomi, sosial, teknologi yang berkembang akibat adanya hubungan antar negara. Ekonomi merupakan isu yang saat ini berperan besar dalam menentukan pola hubungan yang terjadi dalam Hubungan Internasional. Aktor-aktor yang terlibat dalam Hubungan Internasional tidak lagi mendapatkan kekuasaan semata-mata dari kekuatan militer, namun juga dari kemampuannya untuk terlibat dalam pengorganisasian internasional yang bebas dan ditunjang kekuatan ekonomi dalam negara. Dalam Hubungan Internasional diketahui bahwa aktor-aktor yang berperan dapat berbentuk individu, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, negara bangsa dan pemerintahannya, kartel internasional dan terorisme internasional.​[7]​
Dalam memahami dinamika interaksi antar anggota masyarakat internasional, maka tidak akan lepas dari studi mengenai Hubungan Internasional, dimana pola-pola interaksi dilakukan lebih dari satu negara dan merupakan unit-unit pelaku dalam analisis sistem internasional yang memiliki regularisasi struktur dan hubungannya dengan sistem internasional yang disebabkan oleh adanya interaksi dan interdependensi antar negara. K.J Holsty menjelaskan dalam bukunya “International Politics A Frame Work Analysis”, bahwa Hubungan Internasional menurutnya adalah :”…segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia meliputi lembaga perdagangan internasional dan perkembangan nilai dan etika internasional”.​[8]​
Adanya Hubungan Internasional yang timbul karena masing-masing negara ingin memenuhi dan meningkatkan kebutuhan pembangunannya, khususnya dalam sektor ekonomi, maka suatu negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak terlepas dari aktor-aktor ekonomi dan politik. Mochtar Mas’oed dalam bukunya “Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan”, menguraikan lebih luas: “Ekonomi Politik Internasional sebagai srudi tentang saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dan ekonomi, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antar pemerintah dengan masyarakat”. ​[9]​
Hubungan ekonomi politik internasional itu sendiri bersifat dinamis.​[10]​ Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antar pasar dan negara (negara-negara) yang berlangsung secara terus menerus dan senantiasa membawa berbagai perubahan. Menurut Gilpin, terdapat tiga kecenderungan mendasar yang membawa berbagai perubahan pada struktur ekonomi politik internasional, yakni: (1) pertumbuhan yang tidak seimbang atau merata antara perekonomian di suatu bangsa dibandingkan dengan yang ada di bangsa atau negara lain ; (2) muncul dan jatuhnya sektor unggulan (leading sector) ; (3) adanya pelbagai macam penafsiran tentang rentang waktu yang panjang dari pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan pasar, kerjasama ekonomi dan politik perlu ditingkatkan dengan prinsip keuntungan komparatif, serta menciptakan situasi harmoni antar negara. Dari kondisi ini muncullah istilah kerjasama yang diperluas jaringannya untuk mewujudkan perdamaian dan persaingan yang kompetitif. 
Interaksi  dalam bentuk kerjasama ekonomi merupakan salah satu bidang yang terpenting yang dijalankan oleh negara-negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Walter S.Jones menyatakan bahwa interaksi utama antara pemerintah dan antar bangsa adalah ekonomi. Dimensi-dimensi ekonomi selalu hadir dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik kekuasaan dan tentu saja perekonomian global. Bahkan dalam hubungan pemerintahan, frekuensi transaksi dan peristiwa ekonomi jauh lebih banyak dari peristiwa militer. Dalam ajang hubungan internasional yang lebih luas yang melibatkan berbagai organisasi pemerintahan, perusahaan, individu dan aktor non-pemerintah, transaksi ekonomi juga menjadi kegiatan politik internasional yang utama.​[11]​
Inti dari ekonomi politik internasional adalah hubungan saling mempengaruhi yang kompleks antara ekonomi dan politik, antara negara dan pasar dalam konteks internasional.​[12]​ Salah satu fenomena yang menarik dalam kajian ekonomi politik internasional adalah saling ketergantungan dan kerjasama ekonomi. Tumbuh kembangnya ekonomi dunia dalam perdagangan dan keuangan menghubungkan negara-negara dalam jaringan saling ketergantungan yang mendorong mereka untuk bekerja sama guna mengatasi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari saling ketergantungan tersebut.​[13]​
Negara-negara melakukan kerjasama internasional untuk menyelesaikan permasalahan politik, ekonomi, dan sosial  dalam dua kondisi. (1) Kondisi dalam lingkungan internasional yang apabila dibiarkan akan merugikan negara. (2) Kondisi kedua menyertakan kondisi-kondisi politik, sosial, ekonomi, domestik tertentu yang dianggap berakibat luas sehingga dipandang sebagai permasalahan dunia.​[14]​
Guna mengatur jalannya kerjasama, perlu dibentuk sebuah lembaga antar Negara. Dalam buku “Administrasi dan Organisasi Internasional” karangan Teuku May Rudy menyebutkan tentang pengertian Organisasi Internasional itu adalah: “Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff secara berkala”.​[15]​
Peranan organisasi internasional beragam dan meliputi isu-isu yang bermacam-macam, seperti peningkatan keamanan dan perdamaian internasional,  membentuk norma-norma, mengajukan alternatif debt, intervensi diplomatik dan pengiriman kekuatan militer (PBB, NATO). Selain itu juga menegakkan norma hukum, meningkatkan pengawasan dan pelucutan senjata, meningkatkan kualitas hidup umat manusia, mendorong penentuan nasib sendiri, serta meningkatkan peran organisasi internasional lain dan integrasi.
Forum Asia Europe Meeting (ASEM) dari awal terbentuknya telah berupaya untuk secara konsisten melaksanakan sejumlah pertemuan baik itu pertemuan tingkat tinggi, sampai dengan pertemuan tingkat menteri, baik itu menteri keuangan, menteri perekonomian sampai dengan pertemuan menteri luar negeri. Dari sejumlah pertemuan-pertemuan tersebut, dihasilkan sejumlah kesepakatan-kesepakatan bersama yang dirancang sedemikian rupa agar dapat menguntungkan kepentingan negara-negara yang terlibat dalam forum tersebut. Diantaranya dicetuskannya millennium development goal yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kerjasama dan pembangunan antara Asia dan Eropa. Kemudian, pengembangan kerjasama keuangan interregional dan pemberantasan pendanaan terorisme serta pencucian uang.
Pilar utama dari forum ASEM adalah terdiri dari tiga bidang:
1.	Politik, mendiskusikan masalah HAM, perlindungan anak, dan masalah globalisasi dan tentu saja isu terhangat pada dunia internasional, terorisme dan arus migrasi.
2.	Ekonomi keuangan, membicarakan masalah dalam upaya mengurangi hambatan dalam perdagangan dan upaya memperbaiki kebijakan keuangan dan sosial dan isu mengenai WTO.
3.	Kebudayaan atau Intelektual dengan bertujuan untuk memperkuat jalinan hubungan antara dua kawasan dan kerjasama untuk melestarikan warisan budaya bangsa.
ASEM memegang peranan yang cukup penting dalam perdagangan antara Uni Eropa dengan Asia khususnya Indonesia. Terlebih dahulu memberikan pengertian peranan dalam arti umum menurut Jack C.Plano yang diterjemahkan oleh Edi S.Siregar dalam bukunya yang berjudul “Kamus Analisa Politik” sebagai berikut:
“Peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu didalam suatu kelompok sosial. Harapan masyarakat yang membatasi peranan tertentu sangat penting menggeneralisir sehingga memegang peranan yang dapat memilih dengan leluasa bentuk perilaku tertentu. Perilaku aktual memegang peranan disebut penentu peran. Penentu peran dipengaruhi oleh persepsi pemegang peran terhadap orang lain atas perannya, tafsirannya sendiri atas peranan tersebut, kepekatan terhadap tuntutan tumbuhnya penentu peran yang khas karena situasi dan kemampuannya serta kecakapannya menanggapi”.​[16]​

Peranan adalah orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peran tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini, peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial. Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi, sedangkan peranan adalah aspek fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dll), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi. ​[17]​    
Dalam hal ini ASEM menjadi sarana bagi penyediaan informasi sebagai peningkatan kerjasama antara Asia dan Eropa  yang mendukung multilateralisme. Hal ini menjadikan hubungan ekonomi kedua kawasan meningkat yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor investasi dan perdagangan. Diharapkan pula dengan adanya pertukaran informasi serta sejumlah pertemuan-pertemuan dapat menyeimbangkan kedudukan yang sebelumnya terjadi yaitu kepentingan bisnis Eropa yang berada pada level tinggi dibandingkan Asia.​[18]​ ASEM dibuat sebagai sarana penghubung antara Indonesia sebagai bagian dari Asia dan Uni Eropa untuk dapat melakukan interaksi-interaksi yan lebih konstan dan tersistem dalam menyikapi segala permasalahan yang dihadapi negara anggota khususnya dalam hal perekonmian maupun mengkritisi kondisi sistem internasional secara luas.
Ketika suatu negara melakukan aktivitas perdagangan, mereka saling tergantung pada kerjasama politik masing-masing negara guna mewujudkan tujuan ekonomi yang telah diterapkan, melalui perdagangan. Keohane dan Nye menyatakan bahwa didunia internasional sekarang ini telah terbentuk suatu saling ketergantungan yang kompleks, dimana hubungan antar negara tidak lagi terbatas pada hubungan antar pemimpin negara, tetapi juga sudah menjadi hubungan pada tingkat-tingkat yang berbeda dengan aktor-aktor yang berbeda.
Sebuah negara, sebesar apapun usahanya tidak akan pernah mampu untuk memproduksi semua kebutuhan dalam negeri. Mereka membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain. Sehingga, satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk mendapatkan semua barang dan jasa yang mereka butuhkan (selain melakukan penaklukan wilayah, dimana membutuhkan pengorbanan cukup besar) adalah dengan melakukan perdagangan dengan negara atau pihak lain. Teori perdagangan mengenal tiga kategori sumber daya: tanah, tenaga kerja dan modal. Karakteristik tiap negara tidak ada yang serupa, masing-masing mempunyai ciri khas, dan inilah nantinya yang akan menimbulkan keunggulan komparatif.​[19]​
Negara-negara akan melakukan perdagangan internasional dikarenakan adanya dua alasan utama, yang masing-masing akan menyumbangkan keuntungan perdagangan bagi mereka. Pertama, negara-negara melakukan perdagangan  karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa sebagaimana individu-individu, dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan-perbedaan mereka melalui suatu pengaturan dimana setiap pihak melakukan sesuatu dengan relatif lebih baik. Kedua, negara-negara melakukan perdagangan satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya menghasilkan sejumlah barang tertentu, mereka dapat menghasilkan sejumlah barang tertentu dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien dibandingkan jika negara tersebut mencoba untuk memproduksi segala jenis barang.
Interaksi yang terjadi antara Asia dan Eropa melalui ASEM menumbuhkan sebuah interdependensi bagi masing-masing pihak dimana keduanya mendapatkan keuntungan masing-masing dari kerjasama tersebut. Asia dimata Eropa seiring dengan perkembangan zaman, dilihat sebagai penyedia modal yang penting terutama dalam sektor pembukaan lapangan kerja dan proyek-proyek keuangan. Diperkirakan sekitar 60% arus modal akan berasal dari Asia. Meskipun dengan adanya sejumlah masalah keuangan yang melanda Asia, namun Eropa optimis dengan kondisi di masa yang akan datang. Menurut mereka dengan modal yang didapat diawal maka selanjutnya yang dilakukan hanyalah memetik hasilnya. Infrastruktur menjadi fokus ketergantungan Asia terhadap Eropa. Bank Dunia telah mencatat kebutuhan Asia sebesar US$ 1 trilyun, dan Eropa mampu untuk membantu Asia dalam mengatasi masalah tersebut.​[20]​
Pada umunya tata cara perdagangan dalam negeri tidak beda dengan perdagangan luar negeri, namun ada faktor-faktor yang membuatnya menjadi lebih sulit dan berbelit-belit, yaitu:
1.	Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik)
2.	Barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lainnya melalui beragam peraturan seperti peraturan pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah 
3.	Antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.​[21]​

Landasan ekonomis yang paling fundamental bagi terselenggaranya perdagangan internasional adalah bahwasanya setiap negara memiliki kelimpahan sumber daya, institusi-institusi sosial dan ekonomi, serta kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berbeda satu sama lain.​[22]​ Pada dasarnya perdagangan berlangsung karena hal itu memang menguntungkan. Setiap orang memiliki benda atau hal-hal yang bervariasi dan berbeda satu sama lain. Seringkali seseorang menghendaki sesuatu yang tidak dimilikinya dan hal itu bisa diperolehnya dari orang lain yang kebetulan juga menginginkan sesuatu dari orang lain yang tidak dimilikinya sendiri. Adanya perbedaan preferensi (kebutuhan dan keinginan) serta variasi benda yang dimilikinya, setiap orang membuka peluang bagi berlangsungnya suatu pertukaran atau perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Perdagangan merupakan faktor penting untuk mendorong perubahan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor yang mana jika tersedia, maka negara-negara Dunia Ketiga khususnya tidak akan mampu untuk mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Perdagangan juga dapat membantu setiap negara dalam menjalankan usaha-usahan pembangunan mereka melalui promosi dan pengutamaan sektor-sektor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan efisiensi atau yang lazim disebut sebagai produktivitas, disetiap negara. Singkatnya, selama perdagangan itu membuka peluang bagi terciptanya atau terlaksananya transaksi-transaksi ekonomi yang menguntungkan, maka selama itu pula perdagangan memang bisa menjadi faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi .
Interdependensi di lingkungan perdagangan jauh dari hanya sekedar pertukaran barang dan jasa. Gambaran yang sangat sederhana pun dapat membuktikannya. Sejumlah unit suatu komoditi hanya dapat diperdagangkan atau ditukarkan dengan komoditi lain (mungkin dengan jumlah yang tidak sama) bila pihak-pihak yang terkait menyepakati nilai relatif kedua komoditi tersebut.​[23]​  
Kondisi perdagangan Indonesia dari tahun 1996 sampai tahun 2003 terbilang cukup fluktuatif. Hal ini dipicu oleh kondisi politik yang terjadi didalam negeri yang sangat mempengaruhi kinerja pelaku pasar perekonomian khususnya dalam melakukan perdagangan internasional.
Berkaitan dengan strategi perdagangan Indonesia ke Uni Eropa, perlu diketahui bahwa dengan adanya Pasar Tunggal Eropa (PTE), ekspor-impor naik masing-masing 10% dan 7%. Secara politis PTE yang merupakan bantuan awal dari Uni Eropa diperkirakan akan menjadi saingan berat Amerika Serikat dan Jepang sebagai negara-negara adikuasa.​[24]​ Namun mengingat Eropa sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda watak, kebiasaan dan tradisi maka dari sudut pandang ekonomi pemasaran, akan sangat keliru untuk menyamaratakan mereka. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan berkaitan dengan peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa.
Masalah yang menjadi penghalang bagi lancarnya perdagangan non-migas Indonesia ke Uni Eropa tetap seputar standar kualitas yang sangat tinggi yang masih diterapkan oleh Uni Eropa, sedangkan kemampuan produsen Indonesia masih sangatlah minim. Uni Eropa mengeluhkan rendahnya kualitas dan standar teknis beberapa komoditas ekspor Indonesia.
Dari rangkaian konsepsi teoritis diatas, maka penulis dapat menarik konklusi yang dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa perdagangan ekspor Indonesia ke Uni Eropa baik migas maupun non-migas mempunyai peran yang cukup penting dalam membantu meningkatkan devisa negara. Hal ini menjadikan kondisi perdagangan ekspor mendapat perhatian penting bagi negara yang bersangkutan. Lancar tidaknya perdagangan tergantung dari seberapa besar hambatan yang dihadapi dan kemampuan pihak Indonesia dalam mengatasinya. ASEM dikategorikan berperan sebagai forum komunikasi yang didalamnya terdapat serangkaian pertemuan-pertemuan untuk sarana bertukar informasi dan terdapat sejumlah pembicaraan untuk mempercepat kerjasama Asia dan Uni Eropa.
Berdasarkan kerangka pemikiran dan konklusi diatas, penulis mencoba mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut:
1.	Adanya hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengadakan kerjasama perdagangan ekspor khususnya non-migas Indonesia ke Uni Eropa.
2.Uni Eropa membuat kebijakan-kebijakan dikaitkan dengan kerjasama Uni Eropa-Indonesia.




Dari kerangka pemikiran dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Jika ASEM dapat berperan lebih optimal dalam standar kualitas dan kinerja pasar, maka perdagangan ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa dapat berjalan lebih lancar ditandai dengan dihapusnya hambatan-hambatan perdagangan yang dihadapi Indonesia”.
    
3.	Operasionalisasi Variabel dan Indikator
Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator
Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas:Jika ASEM dapat berperan lebih optimal dalam standar kualitas dan kinerja pasar	1.Adanya pembicaraan   sebagai sarana      komunikasi antara       Asia dan Uni Eropa	1.Pembicaraan antara      ASEAN+ Korea,      RRC dan Jepang   dan 15 negara Uni   Eropa serta Presiden   Komisi Eropa di   Bangkok tanggal 1-  2 Maret 1996
	2. Adanya pertemuan-pertemuan  dalam ASEM untuk memperkuat hubungan Asia-Uni Eropa 	2. KTT ASEM I-IV   Pertemuan lainnya: AEBF, SOMTI, EMM 
Variabel Terikat : Maka perdagangan ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa dapat berjalan lebih lancar ditandai dengan dihapusnya hambatan-hambatan perdagangan yang dihadapi Indonesia.	3. Adanya hambatan yan dihadapi perdagangan ekspor Indonesia ke Uni Eropa 4. Adanya kebijakan-kebijakan Uni Eropa dikaitkan dengan kerjasama Indonesia Uni Eropa	3. Hambatan tarif dan non tarif    Isu dumping dan subsidi Gernerelized System of Preferences (GSP)Anti dumping & Anti subsidi  


4.   Skema Kerangka Teoritis
















E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Tingkat Analisis




Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun usulan penelitian adalah sebagai berikut:
Metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang digunakan untuk meggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasi suatu gejala atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa kejadian. Dalam hal ini penulis memaparkan permasalahan seputar kondisi perdagangan ekspor Indonesia dan kaitannya dengan peranan ASEM.
.
2.  Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik studi pustaka, dimana informasi yang didapat berdasarkan penelaahan literatur dan referensi dari berbagai data sekunder yang bersumber dari buku-buku, media massa, artikel, dokumen dan laporan yang berupa jurnal atau hasil catatan penting lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lembaga atau instansi yang penulis tuju dalam mendapatkan data yang relevan dengan bahasan penelitian antara lain:

1.	Centre Strategic and International Studies (CSIS)
Jl. Tanah Abang II No. 27 Jakarta
2.	Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Jatinangor Bandung
3.	Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 69 Bandung
4.	Perpustakaan LIPI
Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta
5.	Biro Pusat Statistik
Jl. Dr Sutomo No. 6-8 Jakarta
6.	Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta

2.	Lamanya Penelitian





































Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator, skema kerangka teoritis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data serta lokasi dan lamanya penelitian.
BAB II ASIA-EUROPE MEETING (ASEM)
Bab ini menguraikan tentang Asia-Europe Meeting, sejarah terbentuknya sampai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
BAB III PERDAGANGAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA KE UNI
EROPA
Bab ini dikhususkan untuk membahas mengenai hubungan Indonesia-Uni Eropa secara umum maupun spesifik dalam bidang perdagangan. Sejarah terbentuknya Uni Eropa akan ikut pula disertakan untuk mendukung proses penjabaran lebih lanjut.
BAB IV OPTIMALISASI STANDAR KUALITAS DAN KINERJA PASAR ASEM DALAM PERDAGANGAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA KE UNI EROPA























GSP, Anti Dumping & Anti Subsidi

Adanya hambatan tarif dan non tarif, isu dumping dan subsidi

Pertemuan dalam ASEM:
KTT ASEM, AEBF, SOMTI, EMM
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